
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Iatau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional darr/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6516);

bahwa sehubungan dengan belum terpenuhinya modal disetor
25 % dari modal dasar sebagaimana ditentukan Pasal 33 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Tabalong;

BUPATITABALONG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR 05
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4355), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) danIatau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
MembahayakanPerekonomianNasionaldanIatau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor66, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4400);

6. Undang-UndangNomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4756);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6173);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor6385);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman PengelolaanInvestasi Pemerintah Daerah
(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor754);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun
1990 tentang Penyertaan ModalDaerah Tingkat IITabalong
Pada Pihak Ketiga (LembaranDaerah Kabupaten Tabalong
Nomor4 Tahun 1991 seri DNomorSeri 2);
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(1) Modal Dasar pada saat pendirian Perseroda ditetapkan sebesar
Rp700.000.000.000,00 (TujuhRatus MilyarRupiah).

(2) Modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten
Tabalong pada saat pendirian Perseroan ini adalah semua modal dan
aset yang dulunya dimiliki oleh Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Tabalong terdiri dari :

Pasal18

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02),
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal I

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANDAERAHKABUPATENTABALONGNOMOR 05
TAHUN2021 TENTANGPERUBAHANBENTUKBADANHUKUM
PERUSAHAANDAERAHAIRMINUMKABUPATENTABALONG.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG
dan

BUPATITABALONG

Dengan Persetujuan Bersama

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun 2010 tentang Pokok­
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten TabalongTahun 2017 Nomor02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2010 tentang Penambahan Penyertaan ModalDaerah Pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor04);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
TabalongNomor02);
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTANSELATAN: (3-10/2022)

LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2022 NOMOR 03

ABDULMUTHALIBSANGADJI

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 07 Hal"et 2022

ANANGSYAKHFIANI

Ditetapkan di Tanjung
padatanggru 07 Maret 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 selambat-
lambatnya ditetapkan bulan September 2022.

Pasal98

2. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

a. Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong sebesar
Rp235.972.940.139,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan
Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu
Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

b. Modal Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan
milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Modal Dasar Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diubah setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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